
 

 

 

BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

NOMOR 47 TAHUN 2022 

TENTANG 

BENTUK ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, LAMPIRAN 

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK 

TERHUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN 

DAN PEMBAYARAN PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG, 

Menimbang : a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan dikenakan kepada orang pribadi atau 

badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas 

bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, 

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 

memperoleh manfaat atas bangunan; 

  b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

kepada wajib pajak, diperlukan adanya pedoman 

atas dokumen perpajakan pada pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan; 

  c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan 

Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir, 

Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan 

Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan, sudah tidak sesuai 

dengan nomenklatur dan kebutuhan hukum saat 

ini, sehingga perlu diganti; 

 

 

SALINAN 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk Isi 

Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak, 

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tanda 

Terima Setoran, Daftar Himpunan Ketetapan dan 

Pembayaran Pada Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan; 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2017 Nomor 17); 
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  5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2021 Nomor 52) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2021 Nomor 165); 

 

MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK ISI FORMULIR 

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, LAMPIRAN 

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT 

PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA 

TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN 

DAN PEMBAYARAN PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

   

 

  

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bandung. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bapenda adalah perangkat daerah yang membidangi 

pengelolaan pemungutan pajak. 

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas Bumi 

dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 

dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. 
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8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 

atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau 

perairan pendalaman dan/atau laut. 

9. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak 

adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 

atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 

pertambangan. 

10. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 

Bangunan. 

11. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib 

Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara 

nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 

Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak. 

12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 

disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh 

Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

13. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang 

selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat 

yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 

data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 

dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP. 

14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual 

Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga 

dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 

baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti. 
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15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya 

disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh 

Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya 

pajak terutang kepada Wajib Pajak. 

16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik yang 

selanjutnya disingkat SPPT-el adalah surat yang 

digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

memberitahukan besarnya pajak terutang kepada 

Wajib Pajak dalam bentuk e-SPPT. 

17. Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut e-

payment dalam peraturan ini adalah mekanisme 

pembayaran yang melibatkan Penyelenggara Jasa 

Sistem Pembayaran diantaranya mencakup 

pembayaran dengan dana elektronik, minimarket, e-

commerce, atau sistem pembayaran lainnya yang 

pemrosesannya dilakukan secara daring.  

18. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya 

disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

terutang. 

20. STPD PBB adalah Surat Tagihan Pajak Daerah. 
  

  

 

 

BAB II 

SPPT PBB 

Pasal 2 

(1) SPPT PBB dapat menggunakan jenis formulir kertas 

ataupun formulir elektronik berbentuk softcopy. 

(2) Formulir SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berisi informasi sebagai berikut : 

a. Halaman Depan 

1. nomor seri formulir; 

2. nama Pemerintah Daerah dan Bapenda; 

3. Informasi berupa tulisan “SPPT PBB BUKAN 

MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK”; 

4. tahun Pajak dan jenis sektor PBB; 

5. nomor objek pajak; 

6. letak objek pajak; 

7. nama dan alamat wajib pajak; 

8. nomor pokok wajib pajak; 

9. luas Bumi dan/atau Bangunan; 

10. kelas Bumi dan/atau Bangunan 

11. nilai jual objek pajak per m2 Bumi dan/atau 

Bangunan; 
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12. total NJOP Bumi dan/atau Bangunan; 

13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB; 

14. NJOP untuk perhitungan PBB; 

15. PBB yang terutang; 

16. PBB yang harus dibayar; 

17. tanggal jatuh tempo; dan 

18. tempat pembayaran. 

b. Halaman Belakang 

1. nama petugas penyampaian SPPT; 

2. tanda tangan petugas; 

3. diserahkan ke wajib pajak tanggal; 

4. informasi “SIMPANLAH STTS ATAU BUKTI 

PEMBAYARAN LAINNYA SEBAGAI BUKTI 

PELUNASAN PBB”; dan 

5. informasi lainnya. 

   

Pasal 3 

Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf b angka 5 berisi informasi sebagai berikut : 

a. apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan 

(coretan, tip-ex, dan lain-lain), Wajib Pajak dapat 

menghubungi Bapenda; 

b. pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus 

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak 

diterimanya SPPT; 

c. pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada 

tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT; 

d. bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah: 

1. STTS untuk pembayaran secara langsung; 

2. struk anjungan tunai mandiri/bukti pembayaran 

lain yang sah dan dilakukan melalui mekanisme 

pembayaran yang sudah tercantum dalam SPPT. 

e. apabila pembayaran dilaksanakan dengan 

transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui 

Bank/tempat pembayaran yang ditunjuk, agar 

mencantumkan nama wajib pajak dan nomor objek 

pajak. 

f. pajak yang terhutang yang tidak dibayarkan pada 

tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai 

berikut: 

1. denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak 

terhutang yang tidak dibayar; dan 
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2. ditagih dengan STPD-PBB, dan dalam hal STPD-

PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat 

Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan 

pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak. 

g. keberatan atas jumlah Pajak yang terhutang pada 

SPPT ini dapat diajukan ke Bapenda paling lambat 3 

(tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT; 

h. permohonan pengurangan pajak yang disebabkan 

karena kondisi tertentu objek pajak yang ada 

hubungannya dengan wajib pajak dan/atau karena 

sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak: 

1. diterimanya SPPT; 

2. terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain 

yang luar biasa. 

i. batas waktu tersebut sebagaimana dimaksud pada 

butir g dan butir h dapat diperpanjang, jika Wajib 

Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar 

kekuasaannya; 

j. pengajuan keberatan, banding dan pengurangan 

tidak menunda kewajiban  membayar pajak; 

k. apabila objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak 

lain, baik seluruhnya atau sebagian, wajib pajak 

wajib melaporkan ke Bapenda; 

l. NJOP untuk penetapan PBB pada SPPT ini dapat 

dipergunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB dan 

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 

pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

m. apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal : 

1. 31 Oktober, maka: 

a) bulan I setelah tanggal jatuh tempo pada 

tanggal 1 November s/d tanggal 30 November;  

b) bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 

Desember, dst. 

2. 10 Oktober, maka: 

a) bulan I setelah tanggal jatuh tempo pada 

tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember;  

b) bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 

Desember, dst. 
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BAB III 

SPESIFIKASI TEKNIS DAN MEKANISME PENERBITAN 

Pasal 4 

Spesifikasi teknis untuk formulir SPOP, Lampiran SPOP, 

SPPT, STTS, dan DHKP tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

 

Pasal 5 

(1) Dalam Rangka mengoptimalkan pendapatan daerah 

khususnya PBB, penerbitan SPPT dilaksanakan 

berdasarkan : 

a. pencetakan SPOP, lampiran SPOP, STTS, serta 

penerbitan SPPT dan DHKP dilaksanakan pada 

bulan januari; 

b. pendistribusian SPPT selesai dilaksanakan pada 

bulan februari; 

c. penyampaian SPPT PBB tahun Pajak berjalan 

selesai dilaksanakan paling lambat bulan Maret; 

d. tanggal jatuh tempo pembayaran PBB sebagaimana 

tercantum dalam lembar SPPT Tahun Pajak 

berjalan paling lambat tanggal 30 september 

dengan memperhitungkan dapat dipenuhi dalam 

jangka waktu 6 (enam) bulan. 

(2) Bentuk depan belakang lembar SPOP dan LSPOP 

sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(3) Bentuk depan belakang, warna, serta corak lembar 

SPPT sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(4) Bentuk lembar depan dan belakang, warna, dan corak 

STTS sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(5) Bentuk halaman depan dan isi lembar DHKP 

sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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BAB IV 

KLASIFIKASI BESARAN NJOP DAN KETETAPAN 

TERENDAH 

Pasal 6 

Klasifikasi dan besaran NJOP Bumi dan/atau Bangunan 

serta ketetapan terendah PBB yang tercantum didalam 

lembar SPPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

SPOP, LSPOP, SPPT, STTS, dan DHKP yang telah 

diterbitkan untuk masa pajak Tahun 2022 masih tetap 

berlaku. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual 

Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 37); 

b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 

Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi 

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan 

Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2015 Nomor 8);  

c. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Bupati Bandung Nomor 37 

Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi 

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan 

Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 1),  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bandung. 

 

 

 

        Ditetapkan di Soreang 

        pada tanggal 12 Maret 2022 

 

            BUPATI BANDUNG, 

 

 

 ttd 

 

 

        M. DADANG SUPRIATNA 

 

 

Diundangkan di Soreang 

pada tanggal 12 Maret 2022 

 

  SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN BANDUNG, 

 

 

 ttd 

 

 

      CAKRA AMIYANA 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 47 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 
 

 
 

 
YANA ROSMIANA, S.H.M.H 
Pembina Tk.I 
NIP. 196901011999012001 
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI 

NOMOR 47 TAHUN 2022 

TENTANG 

BENTUK ISI FORMULIR SURAT 

PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, 

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN 

OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN 

PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA 

TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN 

KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR  

SPOP, LSPOP, SPPT, STTS, DAN DHKP 

 

NO KRITERIA 

 

SPOP & 
LSPOP 

 

SPPT DOUBLE 

 

SPPT ENGKEL 
 

 

STTS 
 

 

DHKP 
 

1 
Ukuran (P x L) 1 

set 

8,26” x 

11,69” 
14,9” x 14,9” 8” x 14,9” 14,9” x 12” 14,9” x 11” 

2 
Jumlah ply/ 

lembar dalam 1 set 
1 Lembar 4 Lembar 2 Lembar 3 Lembar 4 ply DHKP 

3 
Berat Kertas 1 

lembar/set/ply 
80 gram 80 gram 80 gram 80 gram 80 gram 

4 Nomklor seri - 

Tercetak 

beruntun 
didepan 

Tercetak 

beruntun 
didepan 

Tercetak 

beruntun 
didepan 

- 

5 Desain 

Standar 

SPOP & 

LSPOP 

Standar SPPT Standar SPPT Standar STTS Polos Berlogo 

6 Jenis Kertas HVS HVS HVS HVS 
NCR 

Rangkap 4 

7 
Garis terluar frame 

desain 
- 

Atas = 31 mm 

Bawah = 5 mm 
Kiri = 19 mm 

Kanan = 19 

mm 

Atas = 31 mm 

Bawah = 5 mm 
Kiri = 19 mm 

Kanan = 19 

mm 

Atas = 31 mm 

Bawah = 5 mm 
Kiri = 19 mm 

Kanan = 19 

mm 

- 

8 Lubang CF terluar - 
a/b/k/k 

4 mm 

a/b/k/k 

4 mm 

a/b/k/k 

4 mm 

a/b/k/k 

4 mm 

9 
Jumlah Lubang 

CF/set 
- 30 buah/set 30 buah/set 24 buah/set 22 buah/set 

10 
Diameter Lubang 

CF 
- 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 

       

 

 

           BUPATI BANDUNG, 

 

 ttd 

 

 

        M.DADANG SUPRIATNA 
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~I ~1 ~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~-~1 ~1~1~1·~~~~~~1~1~1~1~1I1·111111I11111 

17. KELURAHAN/DBSA 18. RW 19. RT 
II I 11 11 11 11 11 11 1 [I] [1]J 
20. KABUPATENIK.OTA MAD YA- KODE POS 

Os. Sengketa 

os.Lamnya 
11. SfATIJS D I. Pemilik 

12. PEKERJAAN D 1. PNs•i. 

r DU.\ S[ run; P.U .\K 
11111111111111111111111111 

9.RW 10.XI' 
[I] [1]J 

8. KELURAHANIDBSA 

6. NAMA !ALAN 7. BLOK/KAV/NOMOR 
I II II I II I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 I I I I I I I I 

B D.\HUHKOBJEKPU\K 
S. NO SPYf LAMA 

4.NOPASAL 

ITJ ITJ ITIJ ITIJ ITIJ ITIIJ D 
ITJ ITJ ITIJ ITIJ ITIJ ITIIJ D 
ITIIJ 

2.NOP 

1.JENISTRANSAKSI D l.PercbmanData D 2.PemutakhiranData O 3.PenghapusanData 

POS PELAYANAN PNAK BUMI DAN BANOUNAN : 
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI 

NOMOR 47 TAHUN 2022 

TENTANG 

BENTUK ISI FORMULIR SURAT 

PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, 

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN 

OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN 

PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA 

TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN 

KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

 

BENTUK DEPAN BELAKANG LEMBAR SPOP DAN LSPOP 

 

SPOP 

DEPAN BELAKANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11111111 
57. NAIIA. JELAS 

SI.NIP 

11.NAMAJEl.AS 

12.NIP 

DJ,[IJ,[IJ 59. TGl PENEUTIAN 

IO. TANOA TANGAH 

... ~:~·· DJ,DJ,DJ 
.,_ TGL PENDATMN [I] I [I] I [I] 
Sl TANDA TAHGAH 

MEHGETAtM PEJABAT YANG BERWENANO 
PETUGAS PEHDATA 

F 10ENTITAS PENOATA PEJABAT YANG BERWENANG 

I I 53. NIUI INOMllUAL 52.NI.AISIS'rul I I I I I I I I I I 

02. ..... , 
O GEDUNG SEKOl.Nt (JP8s11) 

51.KEl.ASBANGUNAN. 0 1.1Wn1 

D TANGl<I IIINYAK (JPBa1r-T$J""T"',-,-, 
49.~ASrTASTAHGKI I I j 50..L.ETAKTAHGKI O 1,~ 

41. LS RUAHG LAIN DNG 
AC SENTRAL (Ml) 

0 .. 11pe, 

D APARTOIEN <J....,,r 
4KELASBANGUNAN O 1.llpe4 0 2.llpe3 0 3.llpe2 

O <.11pe• 

O BANGUNAN PARJ<IR (.,....,2) 

44,TlPEBANGUNAH 0tllpe1 Q2.11pe2 03.llpe3 

U LS RUANO lA&N ONG 
N:SENTIW.(112) 

41. JUUL.AH KA.IIAR 

0 ~• .. 
I liLI 

0 .......... ,., 
02.- 
0 ........ , 

42.~~~1111 

O HOTEL I WISMA (JPB>7) 

39. JENlS HOTEL O 1. Non-Rnort. 

40.JMLlllllTANG O ··-· 0 ......... 

OLAH RAGA/ REl<REAS' (JPB-6) 
31. KELAS BAHGUNAH O 1, Kau 1 'O 2. Kau 2 

37. LS RUANO UJN DHG 
N:SElfflW.(112) 

0 ........ 
O RU..., SAKIT I KUNI( (JP8"5) 

as, KELAS BANGUNAH O 1....... 0 2. Kau 2 0 3. ...... 

TOKO/APOTIKIPASARIRUKO CJP8&4) 
34. KELAS BAHGUNAH O 1 ...... , 0 2. Kau 2 0 3. ...... 

O PERKANTORAN SWASTA I GEDUHG PE»ERINTAH (JPB-211) 

33.KELASBANGUNAH O , ...... , 0 ,. ..... , 0 ........ 

[II]] 32. LUM MEZZANINE ., 
O PABRIK/IIENGl<EUGUDAN ..... RTANIAN (Jl'8*3II) 

2L TINGGI Kot.Oii (II) [I] 2'. l.ESAA BENTAHG (II) [I] 
30.~:'KUNG [II]] "·= [II]] 

[Il]J 27. KEOALAMAN SUMUR 
ARTESIS 

01.Ad, 

8 1.Adl 

1.Adl 

02.TldakAda o 2.TldakAda 
,02.TldakAda 

25. PEMAOAM D 1. - 
KEBAKARAN B 2.- 

3.l=nA1. 

Lbr<O.IDM, 

Lbr>OAOM 

23. JUMLAH TANGGA 
BERJALAN 

22.JUMI.Alt LIFT 

rn- EB:: 

20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) 

DITJ[IJ Rlngon' DITJ[IJ - 
DITJ[IJ - DITJ[IJ Dongan-..Up Lenlal • 

21. JMt SALURAN 
PES.PABX 

EB 
24. PANJANG PAGAR 

l,Mliw.PAGAR 

D 2.lldl'""' D I.Ada 18.AC Sentral 

7. JUMLAH LANTAI tn 
10. DAYA LISTRIK I I I I I I I I I 11 TERPASANG (WATT) 

D •.-.g D 4.Jelok 

D a ........ D 4.Koyu 

D s, GogBla11 D 4.Aobk D 5.Sq 
Snp 

D• .... ~- D 4.Koyu 0 5.Sq ~ 
Ou_. D 4.Ubln PC/ D s.s.m.n 

Popon 
D 3.TldlltMI 

D 1.Sqol 02.Ballc 
1111< 

D 1.Bljl 02.BetoQ 

D ·- D 2.Gogllelonl ......., .......... 
n Gog<lllm ·- 02.- ............ 
D S.Tldllt .... 

D ,.....,,,.. o- 
D ·- 02.r.-,- .... - 
[I] Sf* [I] - 
[Il]J 
[IJ,.- 02.-- - 

DGNWl'\J • TNPWl'\J rn- [I] 

83=.LWI EB 
[Il]J 
01.- 02.- - 
[Il]J 

111111111 
[Il]J 
[Il]J 

21. JUMI.Alt 
LAf'ANGAN 
TENIS 

11. LUAS KOi.AM 
RENANG(M2) 

17. JUMI.Alt AC 

1$. LANTAI 

11. LANGIT.uNGIT 

14. DINOING 

·11. l<OHDISI PADA 
UMUMNYA 

12._ KOHSTRUKSI 

13. ATM' 

f. LUAS BANGUNAN 
(M2) 

f. THN DIBANGUN 
I. THN DIREHOFASI 

EEB 
oa 
Ot.~·~ 
Ot.Geciq-n 
0 12. Bangunan Plltdl:, 

01$.Tqldt.lny,I< 

Ot"'"""""' 
D•·--~- 
01.-.. 

010.lMI-Wl 

01a- 
01a.Gec>q-. 

A RINCIAN DATA BANGUNAN 

s, JENIS PENGGUNAAN 
BANGUNAN 

02.P-.,5- 

05.Runol\Soldt/klnl( 
Oa.~- 
011.Br41-"""pojll< 
014.Pompo- 

JML BRG 
BANGUNANKE 

Pl!MERINTAH IC.AB\/PATEN BANDl1NO rl BADAN PENDAPATAN DAER.AH 
~ IWIUPATSNBANDUNO 

- LAMPIRAN SURATPEMBl!RITAIIUAN OBIEK PAJAK 
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LSPOP 

 

DEPAN BELAKANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            BUPATI BANDUNG, 

 

 ttd 

 

 

        M. DADANG SUPRIATNA 

  

  



PERHATIA.~ 
1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan,tlp.-ex dan laln-4aln), Wajib Pajak dapat !!! 

menghubungl Badan Pendapatan Daerah ~bupaten'Ba~1,1ng,. B: 

2. Pajak yang tem~og harus dibayarsekaligus selambat-lambatnya 6 (imam) bola!) sejak diterimanya :Ii? z Surat PemberttahuanPajakTerhutang(SPPT) lnl. s 3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayal'Bn yan{l ditenlUkan pada SPPT int 
4. Buktl pelunasan pembayaran PBS yang sah adalah 1 "' a) SoratTanda Terima Setoran {STIS) untukpembayatan secara langsu'ng. :I 

b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pa#lk•secara "' elektronik. ~ 5. Apabi'la pembayaran dilaksanaka.n dengan transfer/pemlndahbukuan/penglrlman uang melalul c 
Bankll:empat pembayaran yang ditunJuk. agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nornor Objek "' Pajak c 

6. PIIJ&k yang terhutang yang tldak dibayar pada tanggaJ Jatuh tempo, dikenakan sanksl sebagai berikut : ~ 
a, DendaAdministra5' 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tldak djbayar; dan .,, 

m 
b. Oitagih dengan STPQ.PBB, dan Clalam hal SlPP-PBB tldak dllunasi, dHanjutl<an.dengan SUrat ;,: 

.Psksa yang dilkuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak. "' 
7. Keberatan atas Jumlah pajak yang lefhutang pada SPPT lnl dapat dla}ukan ke Badan Pendapatan I Oaerah Kabupaten Bandung paling lambat 3 (Uga) bulan sejak tanggal diter1manya SPPT lnl. 
6. Permohonan pengurangan pajak yang dlsebabkan karena kondlsl tertentu Objek Pajak yang ada 

huboogamya dengan W8Jib Pajak Clan atau karena sebab-sebab tertentu lalnnya, harus dlaJukan s selambat-lambatnya 3 (Uga) bulan terhltung sejak: z a. Diterimanya SPPTlnl; ~ b. Tetjadlnya bencanaalam atau sebab4ebab laln yangJuarblasa. 
9. Bala waktu tersebut pada butlr 7 dan 8 dapat dlperpanjang, Jika Wejib Pajak dapat membuktikan "' behwa hal tersebut dluar kekuasaannya. Ill 
10. Pengaiuan keberatan, banding dan peogurangan, lidak menunda kewaJiban membayar pajak. > G) 
11. Apablla Objek Pajak dlplndahtangankan kepada plhak taln, balk seluruhnya atau sebaglan, WaJlb !: 

Pajak harus ff!elaporkan ke Sadan Pendapatan Oaerah Kabupaten Bandung. "' 12. NJOP hanya dlgunakan un'1ll< - PBS pada SPPT lni dapal dipelgunalcan sebagai dasar c 
pengenaan Bea Perdahan Hak atas Tanah dan Ban;lnMl usual dengan ketentuan pas8I 87 ayat (3} ~ 
Undan<>oodong Nomor 26 Tatu, 2009 dan -yan,n Pajak -- alas Pengha~lan d81! .,, 
pengalhan HakAlas Tanah danf atau Bangunan sesual dengan ketantuan pasal 4 Peraturarf Pemer1ntah m 

E Nomor 48 Tatu, 1994 Nbagalmana telah beberapa kall diubah terakhlr dengan Peraturan Pemerfntah I No. 71 TWllln 2008. 
13. Apabia ta,w,l)a .. h --· ta,wal, a. 31 Ok1ober, maka bulan I ......... tanggat )aluh laA1)0 adalah tanggal 1 N- lid tanggal 30 .,, 

Nopember; b!Jan II adalah tanggal 1 Oesember aid 31 Desember, dst "' b. 10 Oklcber, maka """° I selelah tanggal Ja .. h tempo -ah langgal 11 Ok1ober s/d tanggal "' 10 Nopefrber. buan II adalah tanggal 11 Nopembers/d 10 Oesember; dst. 

'Tanda Tangan Petugas : Nama Petugas : 

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal : 

NOP 
SPPT T&hun/Rp. 

Tanda Tangan 
Kelurahal'\l'Desa 

NAMAWP 

Letak Ob,ek Pajak · Kecamatan 

KE PALA 
TGL JATUH TEMPO 

TEMPAT PEMBAYARAN : 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS OIBAYAR (R.p) 

PBB yang T emulang 

NJOP Sebagal dasar pengenaan PBB s 

NJOPTKP (NJOP Td3k Kena Pajak) 
NJOP untuk peoghitungan PBB 

KELAS OBJEK PAJAK TOTAL NJOP (Rp) LUAS (m') NJOP PER m' (Rp) 

NPWP: 

NAM.A. DAN ALAMAT WAJIB PAJAK LETAK OBJEK PAJAK 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN' 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 

BDG 012J.3271 
SPPTP88 

BUKAN ME.RUPAJ<AN BUKTl KEPEMlllKAN HAt< 

PEME~\t KAIIUPATEN BA.ttOUNG 
SADA PENOAPAtA,I DAE RAH 
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI 

NOMOR 47 TAHUN 2022 

TENTANG 

BENTUK ISI FORMULIR SURAT 

PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, 

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN 

OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN 

PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA 

TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN 

KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

BENTUK DEPAN DAN BELAKANG, WARNA, DAN CORAK LEMBAR SPPT 

DEPAN BELAKANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           BUPATI BANDUNG, 

 

 ttd 

 

 

        M. DADANG SUPRIATNA 

  



1. ApabiJa tanggal jatub tempo tanggal 31 Oktober, maka yang 
dimaksud dcngan bu1an Ice-I adalah tanggal 1 Nopember 
sld tanggal 30 Nopember; bulan Ice-II adalah tanggal 1 
~sld 31 Desembcr, dst. 

~ Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang 
dimaksud dcngan bu1an kc-I adalah tanggal II Oktober 
sld tanggal 10 Nopembe,; bulan Ice-II adalah tanggal 11 
Nopember sld 10 Desembcr, dst. 

3. I. T. adalah Luas Tanah dalam m 2 
I.B. adalah Luas Bangunan dalam m2 

PENJEIASAN 

2. Alas Pembayamn Pajak Tcmutang PBB, tidak dikenakan Bea 
Meterai sesuai pasal 4.e. UU No. 13 Tahun i98S tentang Bea 
M...,..;_ 

1. S'ITS merupabn bukti pcmbayamn PBB yang sah. Untuk 
kepentingan Wajib Pajak sendiri, simpanlab S'ITS dcngan baik, 

PEBIIATIAN 

Nomo<SPPT(NOP) 

Sejumlah ' Rp 

Tanggo!P-' I Tanda~ 
Jumlahyangdlbayar :Rp. ~-------------~ CapBarM'os 
._.._ untuk ._ 

dari: 
T8ff¥)lllt Pembayaran : 
Tefah menerima pembayaran P8B Th. 

Nama WajtJ Pajak 

Lecak Objek Pajak ; Kecam11tan 
Oesa/Kel. 

SURAT JANDA TERIMA SETORAN (STTSl 

BDG0088001 PEIIERINT41! KA8UPATEN 8ANOUNG 
SADAN PENOAPATAN OAERAH 

~ 

I 

LT: 
LB· 

Tanda Terima - CapBarM'os 

t Ill 

t IV 
v 

l! VI 5 

I Vtt 
VIII 
IX 
x 
XI 
xn 

Tanggal Pernbayaran : 
JumAah yang dibayar : 

Rp. I 

Tanggal Jatuh Tempo: 
Jumlah yang harus dibayar {termasuk denda) jika pembayaran 
ditakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo): 
I XIII 

" ~ xv 
XVI 
XVII 
XVIII 

XIX 
xx 
XXI 
XXII 
XXIII 
XXIV 

dari: 
Tempat Pembayaran: 

Tefah menerima pembayaran PBB Th. C=:J 
Nama Wajib Pajak 
Letak Objek Pajak : Kecamatan 

: Oesa/Kel. 

Nomo,SPPT (NOP), ~-------------------~ 
Sejumlah,Rp. 
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI 

NOMOR 47 TAHUN 2022 

TENTANG 

BENTUK ISI FORMULIR SURAT 

PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, 

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN 

OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN 

PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA 

TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN 

KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

BENTUK DEPAN DAN BELAKANG, CORAK, DAN WARNA LEMBAR STTS 

DEPAN BELAKANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              BUPATI BANDUNG, 

 

 

 ttd 

 

        M. DADANG SUPRIATNA 

 

 



~ 
r;p F 
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI 

NOMOR 47 TAHUN 2022 

TENTANG 

BENTUK ISI FORMULIR SURAT 

PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, 

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN 

OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN 

PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA 

TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN 

KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

BENTUK COVER DAN ISI DHKP 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 

 

DHKP 

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

TAHUN : 

PROVINSI 

KABUPATEN 

KECAMATAN 

KELURAHAN (DESA) 

SEKTOR 

BUKU 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

JAWA BARAT 

BANDUNG 

 

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK & PEMBAYARAN BUKU ___ 

TAHUN _____ 

TEMPAT 

PEMBAYARAN 

PROVINSI 

KOTA/KAB 

: 

: 

: 

     

KECAMATAN 

KELURAHAN 

 

: 

: 

 

 

NOMOR NOP NOMOR 

INDUK 

NAMA 

WAJIB 

PAJAK 

ALAMAT 

WAJIB 

PAJAK 

PAJAK 

TERHU

TANG 

PERUBA

HAN 

PAJAK 

TANGG

AL 

BAYAR 

LUAS 

TANAH 

LUAS 

BNG 

TOTAL 

NJOP 

           

           

 

 

           BUPATI BANDUNG, 

 

 ttd 

 

 

        M. DADANG SUPRIATNA 


